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RINGKASAN

Buruh merupakan orang-orang yang menyumbangkaag&erdan
pikirannya untuk perusahaan tempat mereka bekdgaurut Imam Soepomo
membagi perlindungan kerja menjadi 3 (tiga) macaaifu perlindungan
ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan isekBalah satu bentuk
perlindungan buruh yang akan dibahas adalah bepéulndungan dalam
aspek ekonomis. Upah merupakan hak krusial dalarkerjae karena
merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kamijawruh itu sendiri.

Pada kenyataannya ada beberapa pengusaha yang ukaelak
pelanggaran mengenai ketentuan upah bagi para .bB@eianggaran yang
sering kali dilakukan oleh pengusaha ialah pelaragggerhadap penunggakan
pembayaran upah buruh. Menurut ketentuan Pasatléd52) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ség@julalam skripsi ini
disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan rask@l bahwa terdapat
ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha membagtarlambatan
pembayaran upah kepada buruh. Penjelasan Pasga©&pUndang-Undang
Ketenagakerjaan adalah Pengusaha yang karena kgsamgtau kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dienaenda sesuai
dengan persentase tertentu dari upah buruh”. Rgdaag atas pembayaran
upah buruh ini akan menimbulkan hubungan yang tidaknonis antara buruh
dengan pengusaha. Ketika hubungan diantara bumdiadepengusaha sudah
diwarnai dengan perselisihan, maka kemungkinarutekbdari perselisihan
tersebut adalah terjadinya pemutusan hubungan (FK).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisrilertmtuk membahas
lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah dengan judtPEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PENGUNDURAN DIRI YANG
DILAKUKAN BURUH KARENA PENUNGGAKAN PEMBAYARAN
UPAH OLEH PT PARA SAWITA (KAJIAN YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 170 K/PDT.SUS/PHI/2014)”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di ataka penulis akan
membahas sebagai berikut :

1. Apakah pengunduran diri buruh yang tertuang dalarat pernyataan dan
surat kuasa Tanggal 23 Juni 2012 memiliki kekuabarkum untuk
mengajukan gugatan Pembayaran Uang Pesangon, @aagddn Uang
Ganti Rugi?

2. Apakah akibat hukum adanya Pemutusan Hubungan KEi#K) dari
Pengunduran diri yang dilakukan oleh buruh PT Banaita?

3. Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalpaotusan
Mahkamah Agung Nomor 170 K/PDT.SUS/PHI/2014 telabusi dengan
hukum di bidang ketenagakerjaan?

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitignpsi ini dapat
diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlutagikan suatu tujuan
penulisan. Tujuan penulisan disini dapat dibagi jasin?2 (dua) yaitu tujuan
khusus dan tujuan umum. Tipe penelitian skripsiamé@lah Yuridis Normatif,
artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, daaikian dalam penelitian
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ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atawma-norma dalam
hukum positif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalapertama surat pernyataan dan
kuasa yang dibuat oleh buruh Tanggal 23 Juni 2Bk tmenghilangkan hak
buruh untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hwbuhgdustral. Hal ini
berdasarkan pada ketentuan syarat sahnya perjargiagn harus memenuhi
syarat obyektif dan subyektif. Dimana surat peragatyang dibuat oleh buruh
yang berisi tentang pernyataan pengunduran diritidak menuntut suatu hal
apapun kecuali pembayaran upah yang tertunggak digpat dibenarkan oleh
Peraturan PerUndang-Undangan yaitu Pasal 169 ayatufuf ¢ Undang-
Undang Ketenagakerjaan bahwa buruh dapat mengajyemohonan
pengunduran diri apabila pengusaha tidak membayah tepat pada waktu
yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan bertiunut atau lebih.

Kedua, akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHkpat
pengunduran diri yang dilakukan oleh buruh yangakikakan adanya
tindakan penunggakan pembayaran upah yang dilakpgiagusaha. Hak-hak
buruh yang akan di dapat buruh ketika melakukamdakan pemutusan
hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri agbaga ketentuan
mengenai hak tersebut diatur dalam Pasal 156 alatUfidang-Undang
Ketenagakerjaan. Serta membahas kesesuaian prgeedgunduran diri yang
dilakukan buruh dengan Prosedur sebagaimana ydegtukan pada Pasal
162 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketiga, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yantarda
Putusan Nomor 170K/PDT.SUS/PHI/2014 dalam menentuRarselisihan
Hubungan Industrial antara buruh PT Para Sawitgale®erusahaan PT Para
Sawita tidak tepat. Hakim menggunakan Pasal 16XKeténagakerjaan yang
Dari kasus yang telah dijelaskan diatas Pemutusanuijan Kerja (PHK)
yang terjadi antara buruh PT Para Sawita dengams&esan PT Para Sawita
adalah karena perusahaan telah melakukan penumygeabayaran upah
berbulan-bulan dan menurut ketentuan Pasal 169 @yaHuruf ¢ Undang-
Undang Ketenagakerjaan buruh tersebut dapat medakuRemutusan
Hubungan Kerja dengan pengusaha melalui LembagayeRsaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

Saran dari penelitian skripsi ini adalgieytama bagi buruh hendaknya
mengetahui dan memahami hak-hak yang patut didapatklama bekerja.
Apabila terjadi penunggakan pembayaran upah setajadbulan atau lebih
secara berturut-turut maka buruh tersebut dapatakmkedn Pemutusan
Hubungan Kerja melalui Lembaga Penyelesaian Psits@ti Hubungan
Industrial. Kedua, hendaknya pengusaha dapat menjalankan ketentuan
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undatenkigakerjaan ketika
terjadi Pemutusan Hubungan KerjKetiga, hendaknya bagi pemerintah
meningkatkan pengawasan terhadap segala kasusligtease Hubungan
Industrial. Sehingga tidak semakin banyak buruhgyarenjadi korban dari
tindakan kesewenagan pengusaha.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di dalam suatu perusahaan baik berskala besar keail, pasti
membutuhkan pekerja/buruh (selanjutnya dalam sknpsakan dipakai istilah
buruh). Buruh merupakan orang-orang yang menyunkzangtenaga dan
pikirannya untuk perusahaan tempat mereka bekefjgoungan antara buruh
dengan pengusaha selaku orang yang menjalankasapean diikat di dalam
suatu perjanjian yang biasa disebut dengan peajarijerja. Perjanjian kerja
diperlukan guna untuk mengetahui hak dan kewajizarg harus dilakukan oleh
pengusaha dan buruh itu sendiri. Hak adalah kepgani yang dilindungi oleh
hukum, Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepadividu dalam
melaksanakannya Kewajiban merupakan norma hukum positif yang
memerintahkan perilaku individu dengan menetapkanks atas perilaku
sebaliknya. Konsep kewajiban hukum pada dasarngkaitedengan konsep
sanksi. Subyek dari suatu kewajiban hukum adaldiviau yang perilakunya bisa
menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai konsehyansi

Menurut Imam Soepomo membagi perlindungan kerjajader8 (tiga)
macam, Yyaitu Perlindungan ekonomis, perlindungasiakadan perlindungan
teknis’. Salah satu bentuk perlindungan buruh yang akiaahds adalah bentuk
perlindungan dalam aspek ekonomis. Bentuk perligdnrekonomis bagi buruh
lalah berupa upah. Upah merupakan hak krusial dakkerja karena merupakan
penghargaan dari hasil pencapaian kerja dari bituhsendirf. Apabila
pengusaha tidak profesional dalam menangani magalagupahan maka tidak

jarang akan menjadi potensi perselisihan antarahbdengan pengusaha yang

! Sudikno Mertokusomo, 200Mengenal hukum: Suatu Penganthiberty, Yogyakarta,
him 41

2 Raisul Muttagien, 2006eori Hukum Murni, Dasar-Dasar Hukum Normatif
Nusamedia dan Nuansa, Bandung, him 32

 Agusmidah, 2010Hukum Ketenagakerjaan Indonesi@halia Indonesia, Medan, him
61

*http:Avww.gajimu.com/main/buruhan/yanglayak/upah-kerjethoeyaa-mengenai-gaji-
atau-upah-kerja-Hiakses pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2016
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mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa.aRganan pengupahan ini
tidak hanya menyangkut aspek ekonomis saja, teta@i aspek hukum yang
menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitanatengah itu dilaksanakan
dengan aman dan benar berdasarkan regulasi peamegang berlaku. Untuk
menangani pengupahan secara profesional mutlak rudae pemahaman ketiga
aspek tersebut secara komprehéngispek ekonomis bidang pengupahan lebih
melihat kepada kondisi ekonomi baik secara makrapma mikro, yang secara
operasional kemudian mempertimbangkan bagaimanaark@oan perusahaan
pada saat nilai upah ditetapkan dan tanggung j@e@agusaha dalam pembayaran
upah buruh tepat pada waktunya sebagaimana yaab thkepakati dalam

perjanjian kerja yang telah dibfiat

Pada kenyataannya ada beberapa pengusaha yangikaelgdelanggaran
mengenai ketentuan upah bagi para buruh. Pelanggarg sering kali dilakukan
oleh pengusaha ialah pelanggaran terhadap penumggaknbayaran upah buruh.
Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undangteribgakerjaan
selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Unddndang Ketenagakerjan
menjelaskan bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, diaerdenda sesuai dengan
persentase tertentu dari upah buruh. Pada Pasalat§1) Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juga mek@ldahwa pengusaha
wajib membayar upah pada waktu yang telah dipek@mjantara pengusaha dan
buruh. Meskipun pemerintah telah mengeluarkantpera mengenai larangan
bagi pengusaha melakukan penunggakan pembayararbupé dari waktu yang
telah ditentukan namun masih ditemukan pengusahg gaelanggar ketentuan
tersebut, hal ini tentu saja dapat merugikan buBéperti yang ditegaskan oleh
McGeoch penundaan pembayaran upah pada karyawkah gmdanggaran yang

serius dan melanggar kontrak kérjBelanggaran atas pembayaran upah buruh ini

®> Abdul Khakim, 2006 Aspek Hukum PengupahaBitra Aditya Bakti, Bandung, him 1

®Ibid, him 6

" http://m.dinar.co.id/dinaapa-yang-harus-anda-lakukan-ketika-gaji-tidak-tepatktu-
1406167.htmidiakses pada hari Rabu tanggal 06 April 2016
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akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antawmruh dengan
pengusaha. Ketika hubungan diantara buruh dengagupaha sudah diwarnai
dengan perselisihan, maka kemungkinan terburukpaaselisinan tersebut adalah
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan mengangisasan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Nomor 17/RCK.SUS/PHI/2014
atas kasus perselisihan antara PT. PARA SAWITA gabaemohon kasasi
dahulu tergugat melawan empat buruh pada perusabesgbut yaitu Armadi,
Rajab Harahap, Rahmad Triono dan Hefzi Arfan saltagaohon kasasi dahulu
penggugat. Kasus ini merupakan kasus perselisitdnungan industrial yang
terjadi antara pengusaha dengan buruh yang di&kibatkkarena adanya
penunggakan pembayaran upah buruh selama berbuiam-bSelanjutnya
ringkasan kasus perselisihan hubungan industriay yartuang dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 170 K/PDT.SUS/PHI/2014 adaktbagai berikut :

Awal mula kasus ini terjadi pada tanggal 1 AgAIL3 dimana Armadi,dkk
mengajukan pengaduan kepada Dinas Sosial dan Ketlesrgaan Kota Medan
bahwa sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Ma&8 Z/ang telah berjalan
lebih kurang 15 bulan tidak lagi diberi upah olerysahaan. Persoalan ini bukan
kali pertama dilakukan oleh perusahaan, bahwa gFadaun 2007 para buruh
sebanyak 26 orang juga telah melaporkan kejadiarpaepada Dinas Sosial dan
Ketenagakejaan karena perusahaan tidak membayatedajung sejak bulan
Februari 2007 s/d bulan Juli 2007, dari pengadwasebut Dinas Sosial dan
Ketenagakejaan mengeluarkan “Surat Anjuran” Nom6v/@37/DKMT/2007,
Tanggal 31 Juli 2007 yang memuat perintah bahwaspéaan harus membayar
uang pesangon dan membayar gaji karyawan sejalu&el@007 s/d Juli 2007
kepada 26 orang buruh.

Hal serupa kembali lagi terjadi pada Tahun 201énghadapi persoalan
upah yang tidak dibayar selama 1 (satu) tahun, mpakaburuh kembali membuat
pengaduan kepada Dinas Sosial dan Ketenagakejam,tetapi sebelum surat
anjuran dikeluarkan perusahaan mengeluarkan suoatoN 241/PS-VI1/2012,
Medan 20 Juni 2012 dengan perihal Mutasi, yaituepgatan tugas seluruh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

karyawan tersebut ke kebun dan PKS kebun Seruw@gsh Binjai Tanah Merah
Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Timur. Berdasatkaterangan dari
pemohon kasasi dahulu tergugat, bahwa pada ta@8ghini 2012 para termohon
kasasi dahulu penggugat besarka Karyawan lainnya sebanyak 19 orang telah
mengeluarkan surat pernyataan dan kuasa tertang@alluni 2012 yang
menyatakan mengundurkan diri dan bersedia mengramdayaran upah sebesar
8 (delapan) bulan upah yang pembayarannya dilakséeara bertahap serta tidak
menuntut apapun juga kepada perusahaan selain t@pamggak, meskipun
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengaitara jelas mengenai
hak-hak buruh ketika terjadi Pemutusan HubungamKeHK)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikaasdaztpat dilihat bahwa
pentingnya memahami dan menerapkan peraturan sefazagayang diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal terjadiuResan Hubungan Kerja
(PHK) agar tidak terjadi perselisihan. Hal inilalang menyebabkan penulis
tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmdalam bentuk skripsi dengan
judul  “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT
PENGUNDURAN DIRI YANG DILAKUKAN BURUH KARENA
PENUNGGAKAN PEMBAYARAN UPAH OLEH PT PARA SAWITA (
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 170
K/PDT.SUS/PHI/2014)"

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut diataka penulis akan
membahas sebagai berikut :

1. Apakah pengunduran diri buruh yang tertuang dalarat pernyataan dan
surat kuasa Tanggal 23 Juni 2012 memiliki kekuatamkum untuk
mengajukan gugatan pembayaran Uang Pesangon, daagdan Uang
Ganti Rugi?

2. Apa akibat hukum adanya Pemutusan Hubungan KerfdK)Pdari
pengunduran diri yang dilakukan oleh buruh PT Baaita?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalartusam Nomor
170K/PDT.SUS/PHI/2014 telah sesuai dengan hukum idatig

Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat waas
menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum paaleultas
Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuanligeyang
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultégikum
Universitas Jember
3. Untuk sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi rabuwer,
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember danyaraisat

Umum

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum pearatyataan
dan surat kuasa tanggal 23 Juni 2012 tentang pdogam diri buruh
untuk mengajukan gugatan pembayaran Uang Pesahigmy Jasa
dan Uang Ganti Rugi.

2. Untuk Mengetahui dan memahami akibat hukum adamyaulusan
Hubungan Kerja (PHK) dari pengunduran diri yangaklikan oleh
buruh PT Para Sawita.

3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangamiumajelis
hakim dalam putusan Nomor 170K/PDT.SUS/PHI/2014htedesuai

dengan hukum di bidang Ketenagakerjaan.
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1.4 Manfaat

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi penstudi atau peminat k#ji@un Hukum tentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena buruh mengiad diri
( Kajian Yuridis Putusan Nomor 170K/PDT.SUS/PHI/2p1

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat daeripgah daerah
dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksaas kasselisihan
industri mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)py@emenuhan
hak-hak buruh tidak dilaksanakan dengan baik sedelagan Undang-
Undang Ketenagakerjaan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperdéga secara akurat,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secaraahlmgehingga tujuan
penelitian dapat dicapai. Metode penelitian padga&@miah merupakan aspek
epistemologis yang sangat penting dan dapat dikekaukdalam bab tersendiri
secara rinci dan jelAsPenggunaan metode penelitian dalam suatu kafig tu
ilmiah digunakan untuk menggali, mengelola dan mmergskan bahan-bahan
hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpukamg ysesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang diipa dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilnfiakletode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pdreggan ilmu
pengetahuan dan teknologi sedangkan penelitiannh@dalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, rmaugoktrin-doktrin guna

8Universitas Jember, 201Bedoman Penulisan Karya llmiah Edisi Ketiga, cetaka
ketigg Jember University Press, Jember, him. 21

® Peter Mahmud Marzuki, 2018enelitian Hukum Edisi Revjdkencana Perdana Media
Group, Jakarta, him. 20
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menjawab isu hukum yang dihad4piTipe penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah yuridis normatiedal Research Tipe Penelitian
yuridis normatif [egal Researchyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat forseiperti undang-undang,
peraturan-peraturan serta literatur yang berisi skprkonsep teoritis yang
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikahas dalam skripsi
ini*’. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengamengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat formal, sepertilddg-Undang, literatur-
literatur yang bersifat konsep teoritis yang kerandidihubungkan dengan

permasalahan yang menjadi pokok permasaftdhan

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum khususnya dalanyyginan skripsi ini,
penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspekgenai isu hukum yang
diangkat dalam permasalahan untuk kemudian ditgilha mendapatkan
jawabannya, maka untuk itu di dalam suatu penelitiakum terdapat beberapa
macam pendekatan. Adapun di dalam penyusunan iskiigs penulis
menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undandgstaiute Approach
Pendekatan perundang-undangaBtafute Approach dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulagy ya
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditartdasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk naékest isu
yang dihadapr.

b. Pendekatan Konseptuaonceptual approagh
Pendekatan Konseptuatopceptual approaghyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pauampprinsip
hukum. Prinsip-Prinsip ini dapat ditemukan dalanndamgan-
pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin

©bid,him 35

Ybid, him 29
2bid,him 194
Blbid, him 133
“bid, him 135
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1.5.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memlverg@skripsi
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumbdresupenelitian. Sumber-
sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadibstisumber penelitian
yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahambabkum sekunder.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeesitoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer fterdari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dgdambuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan-bahan sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupdé&knmen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teksnka-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusagamlart®.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfdteasitoritarif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primeliri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dgeambuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan haRinBahan hukum yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdé&Bw);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun3200
Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repuidibnesia
Tahun 2003 Nomor 39 ; Tambahan Lembaran Negaralikpu
Indonesia Nomor 4279) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik IndonesianT2015
Nomor 237 ; Tambahan Lembaran Negara Republik lesian
Nomor 5747) ;

4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrgsimor
600/MEN/SJ-HK/VII/2005 Tentang Penggantian Perumaha
serta Pengobatan dan Perawatan bagi buruh yangunumigan
diri

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/PDT.SUS/PHI/2014

Bibid, him 141
¥1bid, him 152
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1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yangotkpedari semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan doketo&umen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teksnka-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusaggsétart”’.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengmu Politik,
Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupupodan-laporan penelitian
non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mergai relevansi dengan
topik penelitiad®. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisaposal
skripsi ini ialah berupa buku tentang pedoman ReammlKarya limiah, data dari

Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperolehk@anus dan Makalah.

1.5.4 Analisis Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitigang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukeduldif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teorig yaersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperandk#, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data denganasgkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hulgang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyaingan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkahangdnya yang
dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hykaitu®™ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-lyang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendalcalpan ;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipgnda
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan Ilsar#tan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

"bid, him 155
¥bid, HIm 143
¥ibid, him 171
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4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjameb isu
hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yaelgh
dibangun di dalam kesimpulan.
Berdasarkan analisa dari bahan hukum sesuai dagk&h-langkah
tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil anaisamemberikan pemahaman
atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalataan dkripsi ini. Dari analisa

yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan peahasani.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian
2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdataah “suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satg atam lebih mengikatkan diri
terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yhingrikan dalam Pasal 1313
KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjiargakidratkan seseorang
mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berdati suatu perjanjian lahirlah
kewajiban atau prestasi dari salah satu atau leibiak kepada satu orang atau
lebih pihak, yang berhak atas prestasi tersebutnuRan tersebut memberikan
konsekuensi hukum bahwa dalam perjanjian akanusald dua pihak, di mana
satu pihak adalah pihak wajib berprestasi dan plaainya adalah pihak yang
berhak atas prestasi tersefut

Menurut Salim H.S, Pengertian perjanjian yaitu undgan hukum antara
subyek hukum yang satu dengan yang lain dalam gidarta kekayaan, dimana
subyek hukum yang satu berhak atas prestasi daiu pega subyek hukum yang
lain berkewajiban untuk melakukan prestasinya sSeslemgan yang telah
disepakafi'. Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukemgenai harta
benda antara dua pihak dalam mana suatu pihaknpeajau dianggap berjanji
untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukanase hal sedangkan pihak

lain berhak menuntut pelaksanaan janji-janfi4tu

2.1.2 Jenis Perjanjian
Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikat&8ecara umum

perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompoiky yeerjanjian obligatoir dan

%Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2014erikatan Yang Lahir Dari PerjanjianPT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 91

2 salim, H,S., 2004, Hukum KontrakTeori dan Teknik Penyusunan Kontreé§inar
Grafita, Jakarta, Hal 25

“Rocky Marbun, 2010Jangan Mau Di-PHK begitu sajaransmedia Pustaka, Jakarta,
him 44

11
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perjanjian non obligatdit. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang
mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membagaatu, sedangkan
perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yandaki mewajibkan seseorang
untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Berdaskekzajiban berprestasi
perjanjian terdiri atas beberapa jenis, yaitu pgiga sepihak dan perjanjian
timbal balik”.

2.1.2.1 Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajbgidak yang satu
berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain umigkerima prestdSi
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuaigde meletakkan kewajiban
pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjiaahhibDalam perjanjian hibah ini
kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan pamberikan barang
yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mey#p kewajiban apapun.
Penerima hibah hanya berhak menerima barang yahgabkan tanpa

berkewajiban apapun kepada orang yang menghib&hkan

2.1.2.2 Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang m@kan kedua belah
pihak untuk berprestasi secara timbal balik, mjgal beli, sewa menyewa dan
tukar menukar. Perjanjian timbal balik adalah p®igam yang dibuat dengan
meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihalg yaembuat perjanjian.
Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ad&efiua belah pihak. Pihak
penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dilzad berhak mendapat
pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membajam menerima

barangny#'.

% Komariah, 2002Hukum PerdataUniversitas Muhammadiyah Malang, Malang, him
169

24 Wawan Muhwan Hariri, 2011Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam
Islam Pustaka Setia, Bandung, him 148

**Ipid,him 148

% Sutarno, 2003Aspek-Aspek Hukum Perkreditan BaAkabeta, Bandung, him 82

#7 2T \Wawan Muhwan HaririQp Cit, him 148
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2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian
Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjiamnrddstlam Pasal 1320
KUHPerdata, sebagai berikut :

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
(3) Suatu hal tertentu ;dan
(4) Suatu sebab yang halal.
Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doKtrin hukum yang berkembang

digolongkan ke dalam dua unsur, yaitu unsur sulfydih unsur obyektif. Dua
unsur yang pertama dinamakan unsur subyektif, nmEng#ang-orangnya atau
subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua yang terakhir adalah
unsur obyektif mengenai perjanjiannya atau objek parbuatan hukum yang
dilakukan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur @agmpat unsur tersebut
menyebabkan cacat dalam perjarfifan

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan para pihak sebenarnya pengejewantatsan konsensualitds
Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan keéhendak dua atau
lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang kaereehendaki untuk
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kegvas dilaksanakan, dan
siapa yang harus melaksanakan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum mé&arpayarat subyektif
kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara pidak. Kecakapan bertindak
ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalakr@vgan bertindak dalam
hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindakndblé&kum tetapi ternyata
tidak berwenang untuk bertindak melakukan suatubysan hukum. Dan
sebaliknya seorang yang dianggap berwenang melakyiesbuatan hukum
ternyata karena suatu hal tertentu menjadi tidddagauntuk bertindak dalam
hukunr™.

8 Kartini Muljadi, Op Cit,hlm 94
29 Kartini Muljadi, Op Cit,hlm 94
*Ibid, him 95

%1 Kartini Muljadi, Op Cit, him127
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3. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek terfeaékurang-kurangnya
dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapaidzebenda yang sekarang ada
dan nanti akan ada Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjianyekb
perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pol®erjanjian atau objek
perjanjian, atau prestasi kabur, tidak jelas, sudahkan tidak mungkin
dilaksanakan, maka perjanjian itu batgkfig, voig*:.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membrahjian, yang
mendorong orang membuat perjanjian. Yang dimakswdayang diperbolehkan
dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalanyasmny menyebabkan
atau mendorong orang membuat perjanjian, melaind@rab dalam arti isi
perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuamgyakan dicapai para pihak.
Undang-undang tidak memperdulikan apa yang mesglshb orang mengadakan
perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh amgdundang adalah isi
perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang &lendicapai para pihak,
apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, afpddertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan atau tidlak

2.1.4 Akibat Hukum Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan dari terpegahsyarat-syarat
yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Jizu saerjanjian yang dibuat
tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih peatan yang ditentukan dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebujadietidak sah, yang berarti
perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkeebatalan menjadi perlu
untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakarjapgan oleh karena itu

$Mariam Darus Badrulzaman, 199Basar-Dasar Perjanjian Hukum,AlumBiandung,
him 79

#Abdulkadir Muhammad, 1990Hukum Perdata Indonesi@itra Aditya, Bandung, him
23

*Ibid, him.232.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiendiri. Kebatalan dibedakan

dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan peganjang batal demi hukuh

2.1.4.1Perjanjian Dapat Dibatalkan

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dilnlsgtat dibatalkan jika
perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan mkarugihak-pihak tertentu.
Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian terselaytad terjadi, baik sebelum
perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksamalberdasarkan perjanjian yang
dibuat tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yarakher ini, ketentuan Pasal
1451 KUHPerdata dan Pasal 1452 KUHPerdata menentliedowa semua
kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama sege#idaan sebelum

perjanjian dibuaf.

2.1.4.2Perjanjian Batal Demi Hukum
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dafgngertian tidak

dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pgiag terhadap syarat
obyektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusamysdguatu hal tertentu yang
menjadi obyek dalam perjanjian ini dirumuskan daRasal 1332 KUHPerdata
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata, yaitu diikiethgan Pasal 1335
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdata iyemgatur mengenai
rumusan sebab halal, yaitu sebab yang dilarang Wietang-Undang dan tidak
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban dmum

2.2 Perjanjian Kerja
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja

Pengertian mengenai perjanjian kerja tercantuma p&dsal 160la
KUHPerdata, perjanjian kerja adalah “suatu pergangdi mana pihak yang satu si
buruh, mengikatkan dirinya untuk suatu waktu tdttermelakukan buruhan

dengan menerima upahPasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan

Sbid, him 171
*bid, him 173
*Ibid, him 182
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memberikan definisi tentang perjanjian kerja, ydiPerjanjian antara buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuagdt-Syarat hak dan
kewajiban para pihak”

Perihal perjanjian kerja A. Ridwan Halim, mengemke&n pendapatnya
bahwa pengertian perjanjian kerja adalah suatlamep yang diadakan antara
majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-kargaeegentu, yang umumnya
berkenaan dengan segala persyaratan yang seched biatik harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajieagka masing-masing satu
sama laif’. Perjanjian kerja ini dibuat antara lain untuk nbemikan perlindungan
kepada buruh dalam mewujudkan kesejahteraan damgkatkan kesejahteraan
keluargd®.

2.2.2 Macam-Macam Perjanjian Kerja
2.2.2.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerjal damsmigrasi Nomor
KEP 100/MEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaanafem Kerja Waktu
Tertentu menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Wakduentu yaitu, Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disebut PKWT ddgarjanjian kerja antara
buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungard&am waktu tertentu
atau buruhan tertentu yang bersifat sementaraariji@n Kerja Waktu Tertentu
lebih lanjut diatur dalam Pasal 57 sampai dengasalP&9 Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja waktu tertenbwali secara tertulis serta harus

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

2.2.2.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri &erkagja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEMNZU04 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Teertéterjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu (PKWTT) adalah “perjanjian antamaruth dengan pengusaha

*bid, him 33
*bid, him 34
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untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat "te®dNTT dapat dibuat
secara tertulis ataupun secara lisan dan tidalowagindapatkan pengesahan dari
instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dilsetara lisan, maka klausul-
klausul yang berlaku diantara mereka (antara pefguslengan buruh) adalah
klausul-klausul ~ sebagaimana yang diatur dalam  Ugd#amdang
Ketenagakerjadfi Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat filanhg-
Undang Ketenagakerjaan jika PKWTT dibuat secaemnlimaka pengusaha wajib

membuat surat pengangkatan bagi buruh yang benstmgk

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ketenagele “Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanerpalamensyaratkan
adanya masa percobaan paling lama tiga bulan”. Méega buruh
PKWTT/permanen dihitung atau dimulai sejak tanggddsainya masa percobaan
sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja agk $anggal yang tertulis
dalam surat pengangkatan bagi buruh tersebut. mabkadlah satunya dilatar
belakangi oleh karena sifat perjanjian yang berdieberlanjutan dan jangka
waktu panjang, maka perusahaan memerlukan waktluasiaburuh tersebut

sebelum menjadi buruh tetapfiya

2.3 Pengusaha
2.3.1 Pengertian Pengusaha

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Ketenagaderjtentang
Ketenagakerjaan bahwa pengusaha adalah :

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hulamg y
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukugrsgcara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan nyiékn

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hulamg y
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaidiaraksud
dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar \alay
Indonesia.

Maksud dari pengertian diatas ad&fah

“Wiwoho Soedjono, 2008jukum Perjanjian KerjaRineka Cipta, Jakarta, him 43
41y

1bid, him 43
“Ibid, him 28
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a) Orang perseorangan adalah orang pribadi yang raekgh atau
mengawasi operasional perusahaan.

b) Persekutuan adalah suatu bentuk usaha yang tidddadae
hukum sepertiComamanditaire VennootschafCV), Firma,
Maatschap,dan lain-lain, baik yang bertujuan untuk mencari
keuntungan maupun tidak.

c) Badan hukum recht persop adalah suatu badan yang oleh
hukum dianggap sebagai orang, dapat mempunyai harta
kekayaan secara terpisah, mempunyai hak dan kemdjibkum
dan berhubungan hukum dengan pihak lain. Contohnya
Perseroan Terbatas (PT), yayasasticliting), koperasi,
pemerintah daerah, maupun negara.

Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang raskg@l perusahaan
baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri. lath yang dipergunakan dalam
peraturan perundang-undangan sebelumnya majiké&n ¢i@ing atau badan yang
mempekerjakan buruh. Pada sisi lain pengusaha gagalankan perusahaan
bukan miliknya adalah seorang buruh dalam hubungangan pemilik
perusahaan atau pemegang saham karena bekerjandeieg&rima upah atau

imbalan dalam bentuk l&ih

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pengusaha
2.3.2.1 Hak Pengusaha

Hak pengusaha adalah sesuatu yang harus diberdq@ad#& pengusaha
sebagai imbalan adanya buruh yang bekerja paddayakarena kedudukannya
sebagai pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Katerman bahwa hak-
hak pengusaha antara lain :

1. Membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha,

2. Penutupan perusahaarogk ou) sebagai akibat gagalnya
perundingan yang harus dilakukan sesuai denganntkete
hukum yang berlaku (kecuali tuntutan normatif darruh
dan/atau serikat buruh);

3. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alastantie
sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang.

Hak-hak dari pengusaha itu, sebagai beffkut

“Ibid, him 29
“Ibid, him 51
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1. Boleh menunda pembayaran tunjangan sementara tit@akpu
bekerja selama sampai paling lama lima hari temgitmulai dari
kecelakaan terjadi.

2. Dengan persetujuan sebanyak-banyaknya 50% apabdeldkaan
terjadi sedang dibawah pengaruh minuman kerasbaii@ng-barang
lain yang memabukkan.

3. Boleh mengajukan permintaan kepada pegawai penganvask
menetapkan lagi jumlah uang tunjangan yang teldbtagikan
jikalau dalam keadaan selama-lamanya tidak mampgxerjae itu
terdapat perubahan yang nyata.

4. Dapat mengajukan keberatan dengan surat kepadeei@einaga
Kerja, apabila permintaan izin atau permintaan kintu
memperpanjang waktu berlakunya izin ditolak dalaaktw 60 hari
terhitung mulai tanggal penolakan.

5. Pengusaha berhak untuk:

a. Memperoleh calon tenaga kerja Indonesia yang akanna ke
Luar Negeri Kandepnaker.
b. Mendapat informasi pasar kerja.

6. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perwsatasing di
luar negeri yang menunjuknya (Pasal 7 Peraturantévieienaga
Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1983)

7. Dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Tenagpm latas
pencabutan izin usahanya selambat-lambatnya 30 $etelah
keputusan izin usaha dikeluarkan (Pasal 10 ayatP@jaturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01/Men3)98

8. Menetapkan saat dimulainya istirahat tahunan dengan
memperhatikan kepentingan buruh.

9. Mengundurkan saat istirahat tahunan untuk selamadga 6
(enam) bulan terhitung mulai saat buruh berhak astisahat
tahunan berhubung dengan kepentingan perusahaan ryata-
nyata.

10.Dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit deisgatu
pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yamgut dari
suatu peraturan perundangan atau peraturan peanmsal@u suatu
dana yang menyelenggarakan jaminan sosial ataupuatu s
pertanggungan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah NoiT081)

11.Menjatuhkan denda atas pelanggaran sesuatu halleape itu
diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertldis peraturan
perusahaan (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemenidah Tahun
1981)

12.Minta ganti rugi dari buruh, bila terjadi kerusakdarang atau
kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun nplilkak ketiga
oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannysal(R28 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981)

13. Memperhitungkan upah dengan :

a. Denda, potongan, dan ganti rugi
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b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepaddn bur
dengan perjanjian kerja.

c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telalyatiken dan
cicilan utang buruh terhadap pengusaha, dengantkete harus
ada tanda bukti tertulis (Pasal 24 ayat (11) Peaat@emerintah
No.8 Tahun 1981)

2.3.2.2Kewajiban Pengusaha

Kewajiban pengusaha adalah suatu prestasi yang bdaakukan oleh
pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Padengla seorang pengusaha
dapat melakukan dua hubungan yakni hubungan ketkaggan dan hubungan
pemberian kuasa. Oleh karena itu kewajiban peimgudapat dilihat dari dua
hubungan hukum sebagai berikut

1. Kewajiban dan akibat hubungan hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan dapat dilihat didalam Pas@D1d
KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian perburybag dibuat
antara buruh dengan majikan (pengusaha) mengikdtkdnanya
untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan buruhagatekata lain
pengusaha wajib membayar upah kepada buruh.

2. Pengusaha wajib menanggung biaya yang dikeluarkalamd
membuat perjanjian kerja yang tertulis (Pasal 1$01d

3. Setiap buruh (pengusaha termasuk didalamnya) méerpscan
tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis d&ienteri atau
Pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 Undang-Undang kejekerjaan)

4. Pemberi kerja tenagakerja asing wajib menunjukdaneerja asing
yang dapat dipekerjakan untuk ahli teknologi dah kéahlian dari
tenaga kerja asing dan wajib melaksanakan pendidika pelatihan
kerja asing dan wajib melaksanakan pendidikan @#atipan kerja
(Pasal 45 Undang-Undang Ketenagakerjaan)

5. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas stdrsma kerja
asing yang dipekerjakan (Pasal 48 Undang-Undang
Ketenagakerjaan)

6. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asiagb
memulangkan tenaga kerja asing ke negara asaltgtalsbubungan
kerjanya berkahir (Pasal 48 Undang-Undang Keterexgrdn)

7. Pengusaha wajib memberikan/menyediakan angkutaar garhput
bagi buruh perempuan yang berangkat dan pulanghbaniara
pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 (Pasal 7 @yat/ndang-
Undang Ketenagakerjaan)

*SIbid, him 55


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

8. Memperkerjakan penyandang cacat pengusaha wajibberéw@n
perlindungan sesuai dengan garis dan derajad keocaga. (Pasal
67 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

9. Setiap pengusaha wajib memberi waktu istirahat clath kepada
buruh (Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan)

10. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan \ekja (Pasal
77 ayat (1) UU Ketenagakerjaan)

11.Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukuppga&déduruh
untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh aggm (Pasal
80 Undang-Undang Ketenagakerjaan)

12.Pengusaha dapat mempekerjakan buruh untuk belaatgari-hari
libur resmi apabila jenis dan sifat buruhan tersélanus dilaksankan
atau dijalankan secara terus-menerus atau padaadeathin
berdasarkan kesepakatan antara buruh. Pengusaing ya
mempekerjakan buruh yang melakukan buruhan pada libar
resmi sebagaimana dimaksud diatas wajib membayah wkerja
lembur (Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Ugdan
Ketenagakerjaan)

13.Pengusaha yang mempekerjakan buruh sekurang-kyasgpuluh
orang wajib membuat peraturan perusahaan yang nadaku
setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yangjdk. (Pasal 108
ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

14.Pengusaha wajib memberitahukan isi serta memberikaskah
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada buruh

15.Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulisdieeparuh atau
serikat buruh, serta instansi yang bertanggungjasialdm bidang
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya (Uh tugri kerja
sebelum penutupan perusahaan. (Pasal 148 ayanh{Bng-Undang
Ketenagakerjaan)

16.Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peimgudavajibkan
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargasan keiga
dan uang penggantian hak yang seharusnya dite(ifesal 156
Undang-Undang Ketenagakerjaan)

17.Dalam hal buruh ditahan pihak yang berwajib karehduga
melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pamgusnaka
pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajilonibeeikan
bantuan kepada keluarga buruh yang menjadi tanggunyg. (Pasal
160 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

18.Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah waaah
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dingad
minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupktea, atau
berdasarkan sektor wilayah provinsi, kabupaten/kétasal 90 ayat
(1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

19.Pengusaha wajib membayar upah buruh berdasarkastugzer
perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 91 ayatafi)ayat (2)
Undang-Undang Ketenagakerjaan)
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2.4 Tenaga Kerja
2.4.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Ketenagakerpahwa yang
dimaksud dengan tenaga kerja adalah “Setiap oramg ynampu melakukan
buruhan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baikk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarak&naga kerja merupakan orang-
orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasu&ken yang menganggur
meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan merai@ m@nganggur karena
terpaksa akibat tidak mendapatkan buruhan. Dalarn imia tenaga kerja
mempunyai peranan sebagai salah satu modal utafaksgea pembangunan
yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh ma&syalredonesia, termasuk

tenaga kerja itu sendffi

2.4.2 Pengertian Buruh

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan task@n
pengertian tentang Buruh adalah “Setiap orang yagigrja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Berdasarkamgertian tersebut, tenaga
kerja dan buruh memiliki makna yang berbeda, badddah sebagian dari tenaga
kerja, dalam hal ini yang sudah mendapat burtfh&edangkan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buruh “adalah oraaggybekerja untuk orang
lain dan mendapat upah”.

Pengertian buruh adalah setiap orang yang betterjgan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisii@mdapat dua unsur, yaitu unsur
orang yang bekerja dan unsur menerima upah ataalamblalam bentuk lain. Hal
ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaituapetorang yang mampu
melakukan buruhan guna menghasilkan barang atau pask untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri maupun masyar&kat

“*http://www.bimbie.com/definisi-tenaga-kerja-htaiibkses pada hari Rabu tanggal 06
April 2016

*“bid, him 8

“8 Danang Sunyont@p Cit, him 19
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2.4.3 Hak dan Kewajiban Buruh
2.4.3.1 Hak Buruh

Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hakidaslalah sesuatu

yang harus diberikan kepada seseorang sebagat akib&edudukan atau status

dari seseorarg Hak merupakan suatu hal yang selayaknya ditedi®a buruh

sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihagupaima, dalam hal ini

menerima upah atau penghasilan lairtfiya

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwahdkakburuh

dalam bekerja diantaranya :

1.

ok w

©0oNG

Menerima upah (upah minimum, upah kerja lemburhugpdak
masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masik karena
melakukan kegiatan lain di luar buruhannya, upahmera
menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dara
pembayaran upah, denda dan potongan upah, hakhgldapat
diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala ygsadgan
yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangonugah
untuk perhitungan pajak penghasilan);

. Mendapat perlindungan (keselamatan dan kesehataja, ke

moral, dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesugiadeharkat
dan martabat manusia serta nilai-nilai agama);

Mendapat waktu istirahat dan cuti;

Mendapat jaminan keselamatan;

Mendapat kesempatan yang secukupnya untuk meldsana
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;

Mendapat fasilitas kesejahteraan sesuai kemamprasghaan;
Membentuk dan menjadi anggota buruh/serikat buruh;
Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara satiptedan
damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

10.Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi d

pengusaha.

2.4.3.2 Kewajiban Buruh
Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa betadajasa yang harus

dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atausstat'. Didalam peraturan

perundang-undangan, perihal kewajiban buruh, kedemya bisa dilihat pada

“Ibid,hlm 35
*%bid, him 34
*1 Danang Sunyont®p Cit, him 35
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Pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c KUHPerdata, gadg prinsipnya dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Buruh wajib melakukan buruhan
Seperti telah diuraikan sebelumnya,bahwa buruh ndala
melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu baryhberdasarkan
prinsipnya wajib dilakukan sendiri. Akan tetapi ngata karena
alasan-alasan tertentu, ketetuan tersebut dikesgkgn yaitu
adanya alasan serta dengan sepengetahuan danarzimajikan
sebelumnya. Maka karenanya, prinsip bahwa upak tdmyar bila
buruh tidak melakukan buruhan dapat dikesampingRada praktek
pelaksanaannya biasanya pihak buruh atau buruh gesrgbuat
perjanjian kerja bisa menyuruh orang lain untuk ggamtikan
buruhannya atau meminta izin pada majikan. (Pase034d
KUHPerdata)

2. Buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk dari naajik
Buruh sewaktu melakukan buruhannya, wajib mentpatintah-
perintah yang diberikan oleh majikan. Aturan-atusang wajib
ditaati oleh buruh tersebut, antara lain dapatdigkan di dalam tata
tertib perusahaan dan peraturan perusahaan.

3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda
Jika si buruh dalam melakukan buruhannya, akibs¢hkgajaan atau
karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugkamysakan,
kehilangan atau kejadian yang sifatnya tidak metugkan atau
merugikan majikan. Maka atas kejadian tersebukarigang timbul
menjadi tanggung jawab si buruh. Akan tetapi dencgatan jika
kejadian tersebut karena adanya unsur kesengdjaarkelalaian si
buruh, ada suatu asas yang biasa disebut dedg@mum iniura
datumyang artinya perbuatan melanggar hukum dapat nierikan
ganti rugi. Sebaliknya, jika suatu kejadian tersebukan dari
kesengajaan atau kelalaian buruh maka bukan metgadgung
jawab buruh.

2.5 Upah
2.5.1 Pengertian Upah

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal kaaB8 Undang-
Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan wadahe:

“Hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentiang
sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yasiggkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesdpakaatau
peraturan perundang-undangan termasuk tunjanganbbagh dan
keluarganya atas suatu buruhan dan/atau jasa g#aly dtau akan
dilakukan”.
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Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalanpdagusaha kepada
buruh untuk suatu buruhan atau dinilai dalam bentakg yang ditetapkan
menurut persetujuan perundang-undangan yang betkakdibayarkan atas dasar
suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengarhn bigmumasuk tunjangan, baik
untuk buruh itu sendiri maupun keluargarfydJpah memegang peranan penting
dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwan utama seorang
buruh bekerja pada pengusaha adalah untuk mempeupiegh. Sehingga jika
tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan terbekah merupakan hubungan

kerja>.

2.5.2 Komponen Upah
2.5.2.1 Upah Pokok

Berdasarkawide amar 1 huruf a SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE
07/Men/1990 yang dimaksud denganupah pokok yaitupah pokok (basic
incomg adalah imbalan dasabdgse salary yang dibayarkan kepada buruh
menurut tingkat atau jenis buruhan yang besarnyatagikan berdasarkan
kesepakatan”. Menurut Payaman J. Simanjuntak yamgksud dengan upah
pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk nsalakkan suatu jabatan atau
buruhan tertentu pada golongan pangkat dan waktienta. Upah pokok
dikatakan sebagai imbalan jasa karena merupakalyaupeganisasi dalam

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraantariggo

2.5.2.2 Upah Tunjangan Tetap
Berdasarkarvide amar 1 huruf b SE Menteri Ketenagakerjaan No. SE-
07/Men/1990), yang dimaksud dengan tunjangan teddap :

“Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran kepadah bramg
teratur berkaitan dengan buruhan yang diberikaarae®etap untuk
buruh dan keluarganya yang dibayarkan dalam samaktu yang
sama dengan upah pokok seperti tunjangan istrjarigan anak,

2 Lalu Husni, 2005,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesiaja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 144

>3 |bid, him 57

*1bid, him 58
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tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjakeghaamilan,
tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasuktalam
komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjarigesebut
tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima ise¢atap oleh
buruh menurut satuan waktu, harian atau bulanan”.

2.5.2.3 Upah Tunjangan Tidak Tetap
Berdasarkawide amar 1 huruf ¢ SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE
07/Men/1990 yang dimaksud dengan upah pokok yaitu :

“Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaranradaagsung

maupun tidak langsung berkaitan dengan buruhany y#verikan

secara tidak tetap untuk buruh dan keluarganyaa sitiayarkan

menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktbayaran
upah pokok seperti tunjangan transport yang di#tasarpada

kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukkan dalamangan

tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikas dasar kehadiran
(pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang ataasilitds

makan)”.

2.6 Pemutusan Hubungan Kerja
2.6.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan elagkgn
pemutusan hubungan kerja adalah “Pengakhiran halnukeyja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak danajklean antara buruh dan
pengusaha” Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran huhukgga
antara buruh dengan perusahaan. PHK disebabkamakaseatu hal yang

mengakibatkan gugurnya kewajiban dan hak antamshtdgngan perusah&an

2.6.2 Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dermggrbagai macam
alasan dan penyebab. Pada dasarnya Pemutusan ldobiega (PHK) ada
empat macam yaitu PHK demi hukum, PHK oleh burdHK Pleh Pengusaha

dan atas dasar putusan pengadflalamun, perlu diingat bahwa PHK tidak bisa

° Eka Sumaryati, 2013,entang PHK&Pesangomunia Cerdas, Jakarta, him 19
%6 Asri Wijayanti,Op Cithlm 163
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terjadi begitu saja dan pengusaha pun tidak bolem+#AHK tanpa alasan dan
prosedur yang jelas

2.6.2.1Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Demi Hukum

PHK demi hukum terjadi bila karena satu dan lainhiodoungan kerja oleh
hukum dianggap sudah tidak ada alasan hak yangaidu layak lagi salah satu
pihak untuk menuntut pihak lainnya guna tetap meakan hubungan kerfa
PHK demi hukum dapat terjadi dengan alasan karewasbwaktu masa kerja
habis atau apabila buruh meninggal dethiBerdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat
(1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian Kegfakhir apabila :

a. Buruh meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Adanya putusan dari pengadilan dan/atau penetapambdga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri yangpueyai
kekuatan hukum tetap;

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu dicantumékamd

e. perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau panarkerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hublegan

2.6.2.2 Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Buruh
Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (3) hurufnfakg-Undang
Ketenagakerjaan, menjelaskan sebagai berikut :

“Buruh dapat mengajukan permohonan permintaan pehgean
diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa imdikasi
adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhinubungan
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertantuk pertama
kali.”

Buruh sebagai manusia yang merdeka berhak menamuskbungan
kerja dengan cara mengundurkan diri atas kemauadirseKehendak untuk
mengundurkan diri ini dilakukan tanpa penetaparh dlembaga Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial. Hak untuk mengdkah diri melekat pada

571 hi
Ibid, 164
8 Maimun, 2007 Hukum Ketenagakerjaan SuatuPengantiakarta, Pradnya Paramita,
him 101
*Asri Wijayanti,Op Cithim 161
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setiap buruh karena buruh tidak boleh dipaksa ubgKerja bila tiba ia sendiri
tidak menghendakinya

2.6.2.3 Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Pengua

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan ada bebeatgsan yang
diperbolehkan untuk pengusaha melakukan PHK, diamya adalah Perubahan
Status, Penggabungan, Peleburan, atau PerubahamHigpn Perusaha&h
Sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) gddadang Ketenagakerjaan
bahwa ada dua kemungkinan PHK akibat perubahamsstagenggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaanukgkinan pertama adalah
PHK dapat terjadi jika buruh tidak bersedia meltgn hubungan kerja setelah
terjadinya perubahan status, penggabungan, peltebuedau perubahan
kepemilikan perusahaan. Sedangkan kemungkinan kedparti dikutip dari
Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjd@endgusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buatén& perubahan stasus,
penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pbagu&lak bersedia

menerima buruh di perusahaannya.”

2.6.2.4Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengadilan

Jenis PHK yang terakhir dilihat dari cara terjadirHK adalah karena
adanya putusan pengadilan. Cara yang keempathanaenya merupakan akibat
dari adanya sengketa antara buruh dengan majileng@saha) berlanjut sampai
proses pengadilan. Datangnya perkara dapat da@ndpuiuh namun juga dari
majikan (pengusaha). Bentuknya dapat melalui gggati rugi ke Pengadilan
Negeri apabila diduga ada perbuatan melanggar hularnsalah satu pihak atau
dapat melalui Pengadilan Hubungan Industrial (FH1)

®Ibid, him 100
®' Eka SumaryatiOp Cithim 44
%2 Asri Wijayanti,Op Cithim 167
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2.6.3 Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaajetaskan bahwa, “dalam
hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusahajidkan membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerjad@mpenggantian hak yang
seharusnya diterima’Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarledm ol
pengusaha termasuk pengelola Dana Pesangon Tenaga képada buruh
sehubungan dengan berakhirnya masa kerja ataditggapemutusan hubungan
kerja®. Besarnya uang pesangon yang diterima oleh buathrddi dalam Pasal
156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan sesrajath masa kerjanYa
Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Kgak&egaan Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga lkenm&nerima uang
penghargaan. Uang penghargaan merupakan uang gasp dybayarkan oleh
pengusaha kepada buruh yang jumlahnya dikaitkagasetamanya masa kerja.
Selain itu, uang penghargaan diberikan dengan méwajlean masa kerja buruh
serta alasan terjadinya pemutusan hubungan®kerja

Selain uang pesangon dan uang penghargaan, métagail 156 ayat (4)
Undang-Undang Ketenagakerjaan buruh yang mengdamutusan Hubungan
Kerja (PHK) juga berhak menerima uang penggantsn bang Penggantian hak
yang seharusnya diterima oleh buruh, yaitu :

a. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

b. Biaya atau ongkos pulang untuk buruh dan keluargake
tempat semula buruh diterima kerja.

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan pemasedi@sar
15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargamkega
bagi yang memenuhi syarat.

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian keparaturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

%3 Rocky MarbunOp Cithim 78
% Eka SumaryatDp Cithim 107
®® Ibid, him 114
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BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1)

2)

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Tanggal 23 Jur# Zentang
Pengunduran diri buruh tidak memiliki kekuatan hmkuKarena
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa syarayssalami suatu
perjanjian harus memenuhi syarat subyektif ( kds#pa para pihak
dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjiam) siarat
subyektif (mengenai obyek tertentu suatu perjanflan sebab halal
yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang).aR@n yang
tidak memenuhi syarat obyektif dapat batal demiumukBerdasarkan
Pasal 1335 KUHPerdata Suatu Persetujuan tanpa,satzab dibuat
berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yangateylardaklah
mempunyai kekuatan hukum. Dalam surat pernyataarsdaat kuasa
pengunduran diri tersebut, telah melanggar ketentiyarat obyektif
suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuarayobyektif dapat
batal demi hukum. Surat Pernyataan dan surat kpssgunduran diri
buruh dikatakan tidak memenuhi syarat obyektif pgian karena
melanggar ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Ketkeggan.
Akibat hukum adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHid)i
pengunduran diri buruh PT Para Sawita adalah barki@s Pasal 162
ayat (3) pengunduran diri buruh tidak memenuhi gdas pengajuan
permohonan pengunduran diri. Karena pada ketentigasebut,
mengatur mengenai permohonan pengunduran diri buratus
diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mpkemgunduran diri.
Sedangkan buruh menyatakan mengundurkan diri pedgal 23 Juni
2012 dan ditandatangani pada tanggal itu pula. &amttan Pasal 170
Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungga Kang

tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 dapat batal demum dan

63


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64

pengusaha wajib memperkerjakan buruh kembali seetabayar hak-
hak buruh.

3) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Maakaftgung
Nomor 170K/PDT.SUS/PHI/2014 dalam menentukan pisieah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pengusalgadese-empat
buruh PT Para Sawita tidak sesuai dengan Undanguign®ibidang
Ketenagakerjaan. Hakim menggunakan dasar pertinapartghwa
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi anbarash dengan
pengusaha terjadi atas penguduran diri buruh atasakian sendiri.
Hakim tidak mempertimbangan bahwa surat pernyatam surat
kuasa pengunduran diri buruh dapat batal demi hukk&emudian
hakim tidak memperhatikan bahwa kasus perselisiimanmuncul
karena adanya pelanggaran penunggakan pembayaahrbagulan-
bulan yang dilakukan oleh pengusaha. Maka dasarhuwlang sesuai
untuk memutus perkara ini ialah Pasal 169 ayath(tyf ¢ dimana
buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubukgga
(PHK) apabila pengusaha tidak membayar upah selsgaabulan
berturut-turut atau lebih.

3.2 Saran

Berikut beberapa saran yang penulis anggap perukudiperhatikan

sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkauoka, yaitu :

1. Hendaknya buruh dapat mengetahui dan memahami diakrang
patut didapatkan selama bekerja. Apabila terjadnupggakan
pembayaran upah selama tiga bulan atau lebih sé®atarut-turut
maka buruh tersebut dapat melakukan Pemutusan kgabuKerja
melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubunigaiustrial
dengan tujuan agar memperoleh hak-hak dari burulsandiri yang
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Deadanya
pengetahuan dan pemahaman buruh dapat meminimaifadinya

kesewenangan tindakan yang dapat dilakukan olefjusaha.
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2. Hendaknya pengusaha dapat menjadikan Undang-Undang

Ketenagakerjaan sebagai pedoman ketika terjadielfhsn antara
pengusaha dengan buruh dan tidak melanggar ketesgmgaimana
yang telah diatur didalam Undang-Undang Ketenaggmder
Pengusaha dapat menjalankan ketentuan sebagaiagaejah diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ketika terReimutusan
Hubungan Kerja. Kepatuhan dari pihak pengusahatdapagurangi
perselisihan hubungan kerja antara buruh dengagupaha. Sehingga
hak-hak buruh yang mengalami Pemutusan Hubungaja KEHK)
dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturannd2ag-
undangan Ketenagakerjaan.

. Hendaknya pemerintah, dalam hal ini meningkatkamgp@&asan
terhadap segala kasus Perselisihan Hubungan liedus®ehingga
tidak semakin banyak buruh yang menjadi korban diadakan
kesewenagan pengusaha. Pemerintah diharapkan pleaeraanksi
tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku terhadagugeha yang
tidak mematuhi ketentuan yang mengatur tentanghlaékburuh saat
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

. Hendaknya hakim dalam memutus perkara perselisylaag terjadi
antara buruh dan PT Para Sawita dapat menggunaisal P69 ayat
(1) huruf ¢ karena berdasarkan permasalahan yanggakiatkan
terjadinya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebablaeh
perusahaan yang tidak lagi memberikan pembayarai Wepada
buruh selama 15 bulan. berdasarkan ketentuan P@@alyat (1) huruf
¢ buruh yang mengalami keterlambatan pembayarah splma 3
(tiga) bulan berturut-turut dapat mengajukan peronaim Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan nidiis
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PUTUSAN
Nomor 170 K/Pdt.Sus-PHI/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
PT. PARA SAWITA, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor
102 B Medan dan Kantor Operasional (Administrasi) Kebun di Kompleks
PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Para Sawita di Desa Binjai Tanah Merah,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Firman Ginting, S.H., Advokat, beralamat
Jalan Kota Baru II Nomor 44, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
melawan:
1 ARMADI, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Lama Gg. Keluarga
Nomor 11 A, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan;
2 RAJAB HARAHAP, bertempat tinggal di Dusun VII BTN Suka
Maju Indah Blok A I — 07, RT/RW 004, Desa Suka Maju,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3  RAHMAD TRIONO, bertemapat tinggal di Dusun IV Mekar Sari
Helvetia, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang;
4 HEFZI ARFAN, bertempat tinggal di Jalan Karya Gg. Karya
Muda Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi
kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH, CN, DK, para
Advokat, beralamat Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21,
Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan Area, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013,
sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon
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Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat yang bernama (1). Armadi (2). Rajab Harahap (3).
Rahmad Triono (4). Hefzi Arfan adalah Karyawan yang bekerja pada perusahaan PT.
Para Sawita di Kantor Direksi Medan;

Para Penggugat telah berkerja pada perusahaan PT. Para Sawita untuk masa, sbb;

1 Armadi bekerja dari Tahun 1993 s/d 2013 = 20 Tahun;
2 Rajab Harahap bekerja dari Tahun 1991 s/d 2013 = 22 Tahun;
3 Rahmad Triono bekerja dari Tahun 1998 s/d 2013 = 22 Tahun;
4 Hefzi Arfan bekerja dari Tahun 1997 s/d 2013 = 17 Tahun;

Bahwa Para Penggugat sampai dengan bulan Maret 2013 atau diajukannya
Pengaduan ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan pada 01 April 2013 belum
lagi diberi gaji bulan berjalan, sehingga dengan demikian sampai dengan bulan Maret
2013 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) bulan tidak diberi gaji, yang tertunda
terhitung sejak Januari 2012;

Ternyata persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat ini adalah persoalan yang
berulang dan berulang lagi, sebab Tahun 2007 yang lalu juga sudah pernah terjadi
perihal yang serupa;

Bahwa pada Tahun 2007 yang lalu itu Para Penggugat bersama-sama dengan
teman teman yang lain berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, juga telah pernah
melaporkan persoalan hubungan kerja yang dihadapi ini pada Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan, dan Laporan itu dibuat atas nama “sdr. FACHRIZAL dkk” dan
laporan itu ditanggapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Medan dengan
mengeluarkan “Surat Anjuran” Nomor 567/ 087/ DTKM/ 2007, tanggal 31 Juli 2007,
yang isinya menyatakan sbb;

Agar perusahaan membayar Hak Pesangon kepada pekerja sebanyak 26 orang,
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal
156 ayat (2), (3), dan (4);

Agar perusahaan membayar upah sejak Februari 2007 s/d Juli 2007;

Walaupun surat anjuran telah diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota
Medan atas permohonan “Sdr. Fachrizal DkK” itu, akan tetapi didalam perjalanannya
kemudian ternyata telah terjadi kesepakatan antara Karyawan dan perusahaan PT. Para
Sawita, yang isinya: “semua Karyawan diminta untuk bekerja kembali sedangkan

persoalan gaji bulan berjalan kemudian dibayar oleh perusahaan”;
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Karena kesepakatan telah terjadi, maka Sdr. Fachrizal Dkk”, kemudian bekerja
kembali seperti sebagaimana biasa, sehingga Pemutusan Hubungan kerja sesuai surat
anjuran itu menjadi tidak terlaksana (batal);

Rupanya kesepakatan itu hanyalah siasat dari perusahaan saja supaya tidak
membayar kewajiban sebagaimana bunyi “Surat Anjuran” tersebut, sebab peristiwa
penunggakan gaji tetap saja terjadi dan hampir setahun lamanya, kemudian pada Tahun
2011 terjadi lagi peristiwa penunggakan atas pembayaran Gaji;

Menghadapi persoalan gaji yang tidak dibayar selama 1 (satu) tahun itu, maka
para Karyawan kemudian kembali membuat Pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja melalui Kuasa Hukum “Guntur & Associate”, akan tetapi belum lagi Surat
Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dikeluarkan, ternyata perusahaan
mengeluarkan surat Nomor: 241/ PS-VI/ 2012, Medan 20 Juni 2012 dengan perihal
Mutasi, yaitu penempatan tugas seluruh karyawan tersebut ke kebun dan PKS kebun
Seruway di Desa Binjai Tanah Merah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Timur;

Setelah surat Mutasi itu keluar, 3 (tiga) hari kemudian yaitu tanggal 23 Juni 2013
perusahaan mengeluarkan “Surat Pernyataan dan Kuasa” yang isinya menyatakan
perusahaan hanya bersedia membayar gaji yang tertunda selama 1 (satu) tahun itu
dengan pembayaran 8 (delapan) bulan saja dengan cara dicicil, dan sekaligus kepada
karyawan diminta untuk menyatakan pengunduran diri;

Rupanya surat Mutasi untuk pindah tugas ke kebun itu juga adalah siasat dari
perusahaan saja untuk menghindari keluarnya “Surat Anjuran yang ke II dari Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja-Kota Medan yang sudah diajukan oleh semua Karyawan
kelompok yang 26 orang tersebut;

Disamping itu surat Mutasi itu sekaligus juga merupakan suatu siasat untuk
memecah belah karyawan dan rupanya siasat pemecah belahan itu juga berhasil, sebab
sebagian diantara karyawan yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang itu ternyata ada
yang bersedia membuat surat pernyataan dan menerima pembayaraan yang diberikan
dengan jumlah rata-rata sebesar 8 (delapan) bulan gaji, dan sekaligus pengunduran diri
tersebut;

Bahwa, sedangkan Para Penggugat adalah kelompok karyawan yang tidak
bersedia membuat surat pernyataan dan menerima pembayaran dengan nilai rata-rata
sebesar 8 (delapan) bulan gaji dan pengunduran diri tersebut, sebab tentu akan menjadi
pihak yang sangat dirugikan bila hal itu diterima;

Karena Para Penggugat sebelumnya sudah mendapat Surat Mutasi (Surat

Nomor: 241/ PS-VI/ 2012, Medan 20 Juni 2012 dengan perihal Mutasi), ternyata tidak
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juga kunjung di berangkatkan ke kebun dan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang terletak di
Desa Binjai Tanah Merah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh
itu, sehingga saat ini menjadi berada dalam posisi penantian yang tidak jelas;

Karena terus berada dalam posisi penantian yang tidak jelas, sedangkan gaji
untuk bulan -bulan yang berjalan juga tidak diberikan, maka tentu saja para Karyawan
menjadi resah dan tidak sabar, sehingga akhirnya diambilah kesimpulan untuk
menyatakan “rupanya perusahaan kembali telah ingkar janji” dan tidak membayar gaji
bulan berjalan terhitung sejak Januari 2012 s/d diajukannya Pengaduan kepada Dinas
Sosial dan Ketenagakerjaan pada tanggal 01 April 2013 tersebut selama 15 (lima belas)
bulan berjalan;

Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji bulan berjalan selama 15 (lima belas) bulan
berjalan itu, tentu saja para Karyawan menjadi sangat kesulitan dan menjadi pihak yang
sangat dirugikan, dan dengan demikian berarti perusahaan kembali mengulangi
kesalahan yang sama bahkan lebih jauh lagi bila dibandingkan dengan Tahun 2007 yang
lalu, yaitu melanggar Pasal 169 ayat 1 (¢) UU Nomor 13 Tahun 2003, karena “ tidak
membayar upah tepat pada waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”,
sehingga dengan ini dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige daad);

Bahwa karena didorong oleh persoalan status dan gaji yang tidak jelas ini, maka
tentu saja Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan baik Materil maupun Moril
sebagai imbas akibatnya, maka oleh karena itu kemudian kembali mengajukan
Pengaduan ke Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan, pada tanggal 01 April
2013 dan Pengaduan itu oleh Dinas Sosial dan ketenagakerjaan diproses dengan
memanggil para pihak sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi pihak perusahaan tetap saja
tidak menanggapinya;

Setelah menimbang dan memperhatikan sikap Tergugat yang acuh tersebut,
maka Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan kemudian mengeluarkan “Surat
Anjuran Nomor 567/ 1231/ DSTKM/ 2013, Medan 27 Mei 2013” yang isinya
menyatakan dianjurkan kepada Pengusahan untuk membayar Hak-hak para pekerja
sesuai dengan pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sbb:

a Terhadap Sdr. ARMADI, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:
e Pesangon ( 2 X 9 x Rp.2.473.025) ceeevvveviieniieiens = Rp.
44.514.450,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja(7xRp.2.473.025)......=Rp._
17.311.175.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- DirektoriPutusan:Mahkamah Agung-Republiklindonesia

1A

" putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 61.825.625.-

¢ Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.61.825.625,- oo = Rp. 9.273.844,-
100
® Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 Bulan (15 x Rp.2.473.025) ..ccocoveveiiiiiiiinnne. =Rp.37.095.375.-+

JUMLAH = Rp.108.194.844. -
(Seratus delapan juta seratus sembilanpuluh empat ribu delapan ratus empatpuluh
rupiah);
b Terhadap Sdr. Rajab Harahap, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:
e Pesangon  (2x9xRp.1.821.650)  ..cccririiiiiiniiiee =
Rp.32.789.700,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja(8xRp.1.912.650) ...... =
Rp.14.573.200,- +

Rp. 47.362.900,-
e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.47.362.900,- .o = Rp. 7.104.435,-

100
® Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 Bulan (15 x Rp.1.821.650) ..c.cecvvuveuivuininennne. =Rp.27.324.750.-+
JUMLAH =Rp.81.792.085.,-

(Delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima
rupiah);
¢ Terhadap Sdr. Rahmad Triono, dengan masa kerja 15 Tahun, sbb:
e Pesangon ( 2 x 9 x Rp.1.070.850) ...ccoevvemveverenennne. = Rp.
19.275.300,-
e Uang Penghargaan masa kerja ( 6 x Rp.1.070.850) .=Rp. _
6.425.100.-+

Rp. 25.700.400,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%
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15 xRp.25.700.400,- ..coccvvinininiiininenene = Rp. 3.855.060,-

100
® Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.

15 Bulan (15xRp.1.070.850) ......... =Rp.16.062.750. +
JUMLAH  =Rp.45.618.210,- (Empat

puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
d Terhadap Sdr. Hefzi Arfan dengan masa kerja 17 Tahun, sbb:
e Pesangon ( 2 x 9 x Rp.1.431.650) ...covveriiiuennencns = Rp.
25.769.700,-
e Uang Penghargaan masa kerja(6xRp.1.431.650) .= Rp.
8.589.900.- +

Rp. 34.359.600,-

¢ Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.34.359.600,-......c.cceoviiiiiiiiiieins = Rp. 5.153.940.-

100
® Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 Bulan (15 x Rp.1.431.650) ...cccccoevvvininininens =Rp.21.474.750.-
JUMLAH =Rp.60.988.290,

(Enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan
puluh rupiah);
JUMLAH.......... 18.1+18.2+18.3+184............ = Rp.296.593.429.-

(Dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat

ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa akibat tidak dibayarnya Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi
tersebut, Penggugat juga dirugikan, karena Penggugat menjadi dibebani rasa bersalah
didalam lingkungan Keluarga dan masyarakat, seolah — olah Penggugat telah melakukan
kesalahan berat didalam pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat menjadi pihak yang
tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi itu, sehingga
Penggugat menjadi dirugikan secara moril yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan

tetapi untuk melengkapi gugatan ini nilai kerugian moril itu terpaksa di cantumkan
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dengan besar yang sama dengan nilai Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti Rugi
yang diwajibkan tersebut;

Bahwa dengan sudah dikeluarkannya “Surat Anjuran Nomor 567/ 1231/
DSTKM/ 2013, Medan 27 Mei 2013, maka dengan demikian berarti gugatan ini telah
memenuhi syarat formal dan diakui benar oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota
Medan, sehingga menjadi wajib bagi perusahaan untuk memenuhinya;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya “Surat Anjuran Nomor 567/ 1231/ DSTKM/
2013, Medan 27 Mei 2013” itu, maka sikap pembangkangan ini jelas merugikan Para
Tergugat baik secara meteril maupun moril dan sekaligus membuktikan bahwa Tergugat
adalah pihak yang beriktikad buruk (tekwader Trouw);

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pasal 169 ayat 1 poin
(c) dan ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan kemudian diiringi dengan sikap
pembangkangan terhadap Surat Anjuran tersebut, maka sikap dan prilaku yang
ditunjukkan oleh Tergugat ini, hal ini membuktikan memang Tergugat sudah nyata-
nyata bermaksud memang ingin (berkehendak) Melakukan Perbuatan Melanggar

Hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa agar maksud dan kehendak Tergugat yang buruk untuk melakukan
Perbuatan Melawan Hukum itu dapat dikekang supaya tidak terus bertindak semena —
mena dan merugikan Para Penggugat, maka terhadap sikap dan prilaku itu perlu
dilakukan tindakan tindakan preventif dan represif, sekaligus guna menjamin gugatan ini
menjadi tidak hampa dan sia — sia, yaitu dengan cara dimohon kepada Yth. Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan c/q Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara
ini supaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap semua
Asset — asset yang dimiliki oleh Tergugat dimanapun Asset — asset tersebut terdapat, dan
Khusus terhadap Kantor Pusat perusahaan yang beralamat di JIn. Jend A Yani Nomor
102 B Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat — Kota Medan;

Bahwa demikian pula agar kecenderungan sikap dan prilaku buruk Tergugat
yang selalu ingkar itu tidak berpengaruh terhadap putusan perkara ini dikemudian hari,
maka untuk juga dimohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q.
Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa perkara ini supaya berkenan
mengabulkan uang paksa (Dwangsoom) didalam perkara ini, bila ternyata kemudian
Tergugat ingkar untuk mematuhi putusan tersebut, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) per hari nya, terhitung sejak putusan itu diucapkan dan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (inkracht van gewisde);
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Bahwa disamping kerugian materil Penggugat atas Uang Pesangon, Uang jasa
dan Uang Ganti rugi diatas, maka Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa
keuntungan atas keterlambatan pembayaran, karena mestinya Penggugat secara hukum
sudah mendapatkan dan menikmati Uang Pesangon, Uang jasa dan Uang Ganti rugi itu
tepat pada saat diputuskannya Hubungan kerja tersebut, akan tetapi kenyataannya tidak
demikian dan kepada Penggugat baru dapat diberikan berdasarkan kekuatan Eksekusi
dari Putusan Pengadilan;

Bahwa karena pembayaran uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti rugi ini
mempunyai selisih tenggang waktu pembayaran yang jauh, tentu saja selisih rentang
waktu ini menjadi faktor kerugian materil bagi Para Penggugat yang sudah jelas menjadi
fakta Notoir yang tidak dapat dibantah lagi;

Bahwa Demi Keadilan, maka sudah sangat pantas dan patut serta sangat logis
dan rationil kiranya kerugian akibat selisih rentang waktu pembayaran itu kepada
Tergugat diberikan Punismen (Hukuman) berupa pembayaran Kompensasi yang wajib
diberikan kepada Para Penggugat, sebab apabila Hukuman ini (Punismen) tidak
diberikan bisa menjadi kecenderungan (kebiasaan buruk) bagi Tergugat untuk sengaja
melakukan Trend keingkaran pembayaran tersebut, dan karena itu dimohon kepada
Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat
agar segera membayar Kompensasi kepada Para Penggugat dengan asumsi perhitungan
yang sama besarnya dengan bunga deposito atau bunga pinjaman yang berlaku pada
Bank — Bank Pemerintah seperti BNI 46 dan BRI, sebesar bunga 12% per Tahun;

Bahwa demikian pula kenyataan yang ada, walaupun bukan merupakan
kewajiban harus mempergunakan jasa Advokat, akan tetapi mengingat Para Penggugat
adalah orang yang awam dibidang hukum serta terikat dengan kewajiban untuk
melakukan pekerjaan guna menutupi kehidupan rumah tangga, sehingga pekerjaan
penuntutan hak — hak ini terpaksa mempergunakan jasa tenaga Profesional Advokat
yang wajib dibayar jasanya, maka untuk pembayaran jasa Advokat itu sangat patut
dibebankan kepada Tergugat sebagai penyebab dari adanya gugatan ini, sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa disamping pengeluaran — pengeluaran diatas, Para Penggugat juga
terpaksa mengeluarkan Materi (biaya — biaya taktis dan adminstrasi) guna terlaksananya
gugatan ini sebagai imbas akibatnya, maka oleh karena itu patut kiranya biaya — biaya
itu dibebankan kepada Tergugat yang menyebabkan terjadinya biaya — biaya yang
terpaksa dikeluarkan tersebut, yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah);
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Mengingat tuntutan Penggugat ini adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat urgen
dan primair guna memenuhi kebutuhan pokok hajad hidup keluarga (rumah tangga),
dengan dasar hukum Undang Undang yang sudah sangat jelas dan tegas berdasarkan
hubungan kerja yang tidak dapat dibantah, maka cukup alasan kiranya dimohonkan
kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima
dan mengabulkan gugatan Provisi dengan menjatuhkan Putusan Provisi dengan amar
menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang jasa dan Uang Ganti Rugi
sebesar nilai yang sudah ditentukan Undang Undang, sesuai uraian pada poin 18 diatas,
dengan putusan yang serta merta (Uit voerbaar bij vooraad), walaupun ada Kasasi;

Bahwa atas dasar alasan dan dalil — dalil diatas, dimohon kepada Yth. Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Medan u/p Bapak Ketua Majelis Hakim PHI yang memeriksa
perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya membebankan Tergugat terhadap biaya — biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai

berikut:
PRIMAIR:
DALAM PROVISI:
1 Mengabulkan gugatan/ tuntutan Provisi seluruhnya;
2 Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Hukum Para

Penggugat yang telah ditentukan oleh Undang Undang atas Uang
Pesangon, Uang Jasa dan
Uang Ganti Rugi, sebesar sbb;
2.1. Terhadap Sdr. Armadi, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:
® Pesangon (2 x9 x Rp.2.473.025) ..cccccceviiiininnnnne. = Rp.
44.514.450,-
e UangPenghargaan Masa Kerja(7xRp.2.473.025).. =Rp..
17.311.175,-+

Rp. 61.825.625,-
e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.61.825.625,- .o = Rp. 9.273.844.-

100
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¢ Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 Bulan (15xRp.2.473.025) ...cceovvvviviiiiinene =Rp.37.095.375.-
JUMLAH =Rp.108.194.844,

(Seratus delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu Delapan ratus empat
puluh rupiah);
2.2. Terhadap Sdr. Rajab Harahap, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:
e Pesangon(2x9xRp.1.821.650) ....cccoeviiniriinnens = Rp.
32.789.700,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja(8xRp.1.912.650)
=Rp.14.573.200.- +

Rp. 47.362.900,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.47.362.900,- .coovveiriiiniiniincieienes = Rp. 7.104.435,-
100
® Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d Maret 2013.
15 Bulan (15 x Rp.1.821.650) ..c.ccvevveveriviencennncn =Rp.27.324.750.

JUMLAH =Rp.81.792.085,
(Delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh
lima rupiah);
2.3. Terhadap Sdr. Rahmad Triono, dengan masa kerja 15 Tahun, sbb:
® Pesangon (2 x 9 x Rp.1.070.850) ...ccevveveverenennnnns = Rp.
19.275.300,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja (6 x Rp.1.070.850) =Rp..
6.425.100.-+

Rp25.700.400,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.25.700.400,- ..ccoocvviiiiiiiiiiiiiie = Rp. 3.855.060.-
100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013.
15 Bulan (15xRp.1.070.850) ...cceecevvvvvrerercrcnnenn =Rp.16.062.750. +
JUMLAH =Rp.45.618.210,
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(Empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus — sepuluh
rupiah);
2.4. Terhadap Sdr. Hefzi Arfan dengan masa kerja 17 Tahun, sbb:

e Pesangon ( 2 X 9 X
Rp.1.431.650) .o = Rp.
25.769.700,-

e Uang Penghargaan Masa Kerja

(6xRp.1.431.650) .=Rp. 8.589.900.-
Rp. 34.359.600,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

_15 x Rp.34.359.600,-....cocimreiieireiiieinrcinnes = Rp. 5.153.940.-
100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013.
15 Bulan (15 x Rp.1.431.650) ...cccoveovvveereenennne =Rp.21.474.750.-+
JUMLAH =Rp.60.988.290,-

(Enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu duaratus sembilan
puluh rupiah)
JUMLAH .............. 2.142.242.342............. =Rp.296.593.429,-

(Dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat

ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dalam Pokok Perkara:
1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan

oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal Pasal 169 ayat 1
(c) dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenaga Kerjaan yang sedang berlaku;

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan
Hukum (onrechtmatige daad);

4 Menghukum Tergugat agar segera membayar ganti rugi materil

dan moril sebagai imbas akibatnya kepada Para Penggugat;
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5 Menghukum Tergugat agar segera membayar hak-hak Hukum
Para Penggugat yang telah ditentukan wajib oleh Undang Undang
berupa pembayaran atas Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang
Ganti rugi, dengan perincian sbb;
7.1. Terhadap Sdr. Armadi, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:

® Pesangon

(2x9xRp2.473.025) oo = Rp.
44.514.450,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja

(7xRp.2.473.025)..=Rp. 17.311.175.+
Rp. 61.825.625,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

_15 x Rp.61.825.625,- .o = Rp. 9.273.844,-
100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013;
15 Bulan (15 x Rp.2.473.025) .ccvevvreineincienennn =Rp.37.095.375.+
JUMLAH =Rp.108.194.844,

(Seratus delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat
puluh rupiah)
7.2. Terhadap Sdr. Rajab Harahap, dengan masa kerja 22 Tahun, sbb:

e Pesangon ( 2 X 9 X
Rp.1.821.650) oo =Rp.
32.789.700,-

¢ Uang Penghargaan Masa Kerja

(8xRp.1.912.650) ...=Rp.14.573.200.-
Rp. 47.362.900,-

Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 xRp.47.362.900,- ...cociviiiiiiii = Rp. 7.104.435,-

100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013.
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15 Bulan (15 x Rp.1.821.650) ..cc.coveveveiiriiennnee =Rp.27.324.750.-
JUMLAH =Rp.81.792.085,

(Delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh
lima rupiah);
7.3. Terhadap Sdr. Rahmad Triono, dengan masa kerja 15 Tahun, sbb:
® Pesangon (2 x 9 x Rp.1.070.850) ..c..coviuennnnnen.
=Rp. 19.275.300,-
e Uang Penghargaan Masa Kerja
(6xRp.1.070.850)=Rp. 6.425.100.-+
Rp. 25.700.400,-

e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%

15 x Rp.25.700.400,- ..cooovevriiiiieieeee = Rp. 3.855.060.-
100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013;
15 Bulan(15xRp.1.070.850) .....coeovvverrveinieincinicaennes =Rp.16.062.750.-
JUMLAH Rp.45.618.210,-

(Empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus
sepuluh rupiah);
7.4. Terhadap Sdr. Hefzi Arfan dengan masa kerja 17 Tahun, sbb:
® Pesangon (2 X9xRp.1.431.650) .....c.cccerueruennenn =
Rp25.769.700,-

e Uang Penghargaan Masa Kerja
(6xRp.1.431.650)....=Rp. 8.589.900.-+
Rp34.359.600,-
e Penggantian Perumahan dan Perobatan 15%
15 x Rp.34.359.600,- ...ooiriiiiiiieeee = Rp. 5.153.940.-
100
e Gaji keterlambatan sejak Januari 2012 s/d
Maret 2013.
15 Bulan (15xRp.1.431.650) ...cccoveevreerrcennennnn =Rp.21.474.750.-+
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JUMLAH = Rp.60.988.290,-
(Enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu
Dua ratus sembilan puluh rupiah);
JUMLAH............... 71472473474 ............. =Rp.296.593.429,-
(Dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

1 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Para
Penggugat sebagai imbas akibatnya yang terpaksa mengeluarkan
biaya administrasi dan taktis sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah);

2 Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Moril Para
Penggugat, karena tidak tidak dibayarnya Uang Pesangon, Uang
jasa dan Uang Ganti Rugi itu, seolah-olah Penggugat telah
melakukan kesalahan berat didalam pekerjaan, yang besarnya
sama dengan nilai Uang Pesangon, Uang Jasa dan Uang Ganti
Rugi yang diwajibkan tersebut;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kerugian
akibat adanya selisih rentang waktu pembayaran kepada
Penggugat, dengan asumsi perhitungan yang sama besarnya
dengan bunga deposito atau bunga pinjaman yang berlaku pada
Bank-Bank Pemerintah seperti BNI 46 dan BRI, sebesar bunga
12% per Tahun;

4 Menghukum  Tergugat wuntuk membayar Uang Paksa
(Dwangsom), bila ternyata kemudian Tergugat ingkar untuk
mematuhi putusan tersebut, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) per hari nya, terhitung sejak Putusan itu diucapkan dan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde);

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya jasa Advokat yang
terpaksa  harus  Para  Penggugat  keluarkan, sebesar
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya — biaya yang
timbul dalam perkara ini;

ATAU - SUBSIDAIR:
Dalam Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil —adilnya (ex aquo

et bono);
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Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, segala apa yang telah Tergugat d.K/Penggugat d.R. kemukakan dalam
Konvensi dianggap telah di masukan dalam Rekonvensi ini;

Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat d.R. kemukakan dalam Konvensi,
bahwa para Tergugat d.R. beserta eks. Karyawan lainnya sebanyak 19 orang dengan
kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun melalui kuasa hukumnya telah
memberikan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23 Juni 2012 kepada Penggugat
d.R;

Bahwa, sesuai yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 23
Juni 2012 tersebut pada intinya;

e Para karyawan sebanyak 19 orang termasuk
didalamnya para Tergugat d.R. karyawan
berstatus di rumahkan menyatakan
mengundurkan diri dari perusahaan PT. Para
Sawita ic. Penggugat d.R. dan tidak menuntut
apapun juga kepada perusahaan selain upah/gaji
tertunggak;

e Para karyawan tersebut bersedia menerima
tunggakan upah/gaji yang belum dibayar oleh
perusahaan  ic. Penggugat d.R. yang
tunggakannya sebesar 8 (delapan) bulan upah/
gaji dengan pembayaran bertahap yaitu : bulan
Juni 2012 dua bulan upah/gaji, bulan Juli 2012
satu bulan upah/gaji, bulan Agustus 2012 satu
bulan upah/gaji, bulan September 2012 satu
bulan upah/gaji, bulan Oktober 2012 satu bulan
upah/gaji, bulan November 2012 satu bulan
upah/gaji dan bulan Desember 2012 satu bulan
upah/gaji;

e Pengunduran diri para karyawan tersebut
termasuk didalamnya para Tergugat d.R.

berlaku setelah suluruh pembayaran upah/gaji
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tertunggak tersebut diatas dibayar lunas oleh
perusahaan ic. Penggugat d.R;

e Para karyawan tersebut termasuk didalamnya
para Tergugat d.R. setuju memberikan kuasa
kepada kuasa hukumnya dalam hal ini Guntur
& Associates untuk menagih dan menerima
pembayaran  upah/gaji  tertunggak  dari
Perusahaan ic. Penggugat d.R;

e Para karyawan tersebut termasuk didalamnya
para Tergugat d.R bersedia dan setuju dituntut
menurut hukum, apabila para karyawan tersebut
tidak memenuhi isi pernyataannya;

Bahwa, kemudian untuk merealisasi tuntutan para karyawan tentang upah/gaji
tertunggak tersebut, Penggugat d.R. telah melakukan pembayarannya secara bertahap
tersebut dan terakhir per 31 Desember 2012 juga telah dibayar lunas oleh Penggugat
d.R. , hal ini sesuai bukti-bukti tanda terima pembayaran yang di tanda tangani oleh para
karyawan tersebut termasuk didalamnya para Tergugat d.R;

Bahwa, setelah para Tergugat d.R. menyatakan mengundurkan diri dan tidak
menuntut apapun kepada Penggugat d.R. selain upah/gaji tertunggak tersebut harus
dibayar oleh Penggugat d.R., lalu Penggugat d.R. melunasi upah/gaji tertunggak
tersebut, ternyata kemudian para Tergugat d.R. mengadukan Penggugat d.R. pada
Dissosnaker dan di lanjutkan mengajukan gugatan melalui PHI PN-Mdn dengan
tuntutan agar Penggugat d.R. dihukum untuk membayar pesangon, gaji bulan berjalan
dan lain-lainnya kepada para Tergugat d.R.;

Bahwa, dengan pengaduan dan atau gugatanya para Tergugat d.R, tersebut
membuktikan bahwa para Tergugat d.R. telah melakukan perbuatan melawan hukum,
karena telah bersikap tidak jujur dan tidak berikad baik ;

Bahwa, perbuatan para Tergugat d.R. tersebut telah merugikan Penggugat d.R.
karena telah melecehkan dan mempermainkan nama baik dan martabat Penggugat d.R;

Bahwa, oleh karena itu agar menjadi pelajaran bagi para Tergugat d.R. dan tidak
akan melakukan perbuatan sama di perusahaan lain atau tempat lain, maka Penggugat
d.R. patut menuntut ganti kerugian moriel kepada para Tergugat d.R. untuk itu agar
para Tergugat d.R. Armadi, Rajab Harahap, Rahmad Triono dan Hefzi Arfan baik secara

bersama-sama maupun sendiri dihukum membayar ganti kerugian moril kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direkiori Putasan:Mahkamah 'Agung-Republik'indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.R. sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) atau sejumlah yang
patut menurut Majelis hakim;

Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat d.R. tidak menjadi hampa dan atau
dapat dipenuhi kemudian hari, maka patut dimohonkan berkenan Majelis hakim untuk
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda
milik para Tergugat d.R. baik begerak atau tidak bergerak yaitu rumah tempat tinggal
masing-masing para Tergugat dan harta benda lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan

putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2 Menyatakan para Tergugat d.R. telah beritikad tidak baik dan atau

melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3 Menghukum para Tergugat d.R. Armadi, Rajab Harahap, Rahmad
Triono dan Hefzi Arfan baik secara bersama-sama maupun sendiri
untuk membayar ganti kerugian moril kepada Tergugat d.R.
sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) atau
sejumlah yang patut menurut Majelis hakim;

4 Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah
diletakkan dalam perkara ini adalah syah dan berharga;

S Menghukum para Tergugat d.R. baik secara bersama-sama
maupun sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini .

ATAU:
® Memohon putusan yang seadil-adilnya dari
hakim.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 61/G/2013/PHI.Mdn ,
tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:
DALAM PROVISI:
e Menolak permohonan Provisi para Penggugat
tersebut

DALAM POKOK PERKARA:
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1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat
putus karena para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

3  Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa
uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan yang
diperhitungkan sebagai berikut:

3.1.Armadi, masa kerja 20 tahun dan upah sebesar Rp. 1.873.025,- per-bulan;
e Uang penggantian hak perumahan dan
pengobatan

15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

15 % x ((9 x Rp. 1.873.025,-) + (7 x Rp. 1.873.025,-))

15 % x (Rp. 16.857.225,- + Rp. 13.111.175,-)

15 % x Rp. 29.968.400,- = Rp. 4.495.260,-

3.2. Rajab Harahap, masa kerja 22 tahun dan upah sebesar Rp. 1.821.650.,- per-
bulan;
e Uang Penggantian Hak Perumahan dan
Pengobatan

15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

15 % x ((9 x Rp. 1.821.650,-) + (8 x Rp. 1.821.650,-))

15 % x (Rp. 16.394.850,- + Rp. 14.573.200,-)

15 % x Rp. 30.968.050,- = Rp. 4.645.207,-
3.3. Rahmad Triono, masa kerja 15 tahun dan upah sebesar Rp. 1.070.850,- per-bulan
disesuaikan UMK Kota Medan Rp. 1.650.000,- per-bulan;
e Uang Penggantian Hak Perumahan dan
Pengobatan;

15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

15 % x ((9 x Rp. 1.650.000,-) + (6 x Rp. 1.650.000,-))

15 % x (Rp. 14.850.000,- + Rp. 9.900.000,-)

15 % x Rp. 24.750.000,- = Rp. 3.712.500,-

3.4. Hefzi Arfan, masa kerja 17 tahun dan upah sebesar Rp. 1.431.650,- per-bulan
disesuaikan UMK Kota Medan Rp. 1.650.000,-;
e Uang Penggantian Hak Perumahan dan
Pengobatan

15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)
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15 % x ((9 x Rp. 1.650.000,-) + (8 x Rp. 1.650.000,-)
15 % x (Rp. 14.850.000,- + Rp. 13.200.000,-)
15 % x Rp. 28.050.000,- = Rp. 4.207.500,-
Total keseluruhannya adalah Rp. 17.060.467,- (tujuh belas juta enam puluh ribu
empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
4 Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
DALAM REKONVENSI:

e Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

e Membebankan biaya perkara kepada Tergugat
sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal
16 September 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 27 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor
34/Kas/2013/Phi. Mdn jo Nomor 61/G/2013/Phi.Mdn yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut
diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 23
Oktober 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 06 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan
kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa, alasan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi terhadap putusan PHI pada
Pengadilan Negeri Medan tersebut, karena ada bunyi amar putusannya tersebut

menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa uang
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penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana yang
disebutkan dan diperincikan pada amar putusan point 3, butir 3.1., 3.2, 3. 3, dan 3.4.
dengan dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada Pasal 362 ayat (2) UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa, amar putusan tersebut beserta dasar pertimbangan hukumnya adalah
keliru atau tepat menurut hukum dan menunjukkan bahwa PHI pada Pengadilan Negeri
Medan dalam putusannya tidak memperhatikan dengan cermat tentang Pengunduran diri
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan
dan Kuasa tanggal 23 Juni 2012 pada butir (1) yang disertai syarat tidak akan menuntut
apapun juga kepada Perusahaan tersebut selain upah/gaji tertunggak (Vide bukti
Tergugat yang diberi tanda T-1);

Bahwa, dengan adanya syarat tidak akan menuntut apapun juga kepada
Perusahaan tersebut, selain upah/gaji tertunggak, maka adalah tidak patut dan tidak tepat
menurut hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dihukum untuk membayar uang
penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan;

Bahwa, oleh dan karena itu ditingkat kasasi ini patut dimohonkan agar
Mahkamah Agung R.I./Hakim Agung membatalkan amar putusan PHI pada Pengadian
Negeri berikut pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai butir yang menghukum
Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat berupa uang penggantian hak
perumahan serta pengobatan dan perawatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti
secara saksama memori kasasi tanggal 09 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi
tanggal 06 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal
ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar
menerapkan hukum, menyatakan putusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Pasal 162
UU 13/2003 dengan memperoleh uang penggantian hak (UPH) berupa pergantian
perumahan dan pengobatan;

Adapun alasan Pemohon bahwa para pekerja tidak berhak atas uang penggantian
hak (UPH) karena sesuai isi surat pengunduran diri tidak menuntut apapun tidak

dibenarkan karena terhadap pengunduran diri pekerja secara tertulis Pasal 162 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan, memperoleh UPH sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II: Dr.
Fauzan, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan bukti T-1, berupa
Surat Pernyataan dari Kuasa Para Penggugat karena Judex Facti tidak
mempertimbangkan bahwa pengunduran diri para Penggugat berkaitan dengan upah
yang belum dibayar oleh Tergugat selama 8 (delapan) bulan, pengunduran diri mana
tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang
mengharuskan pengunduran diri para Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
penyalahgunaan keadaan sehingga terpaksa para Penggugat mengundurkan diri agar
mendapat pembayaran atas upah yang tertunggak selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang oleh karena bukti dipersidangan perusahaan mengalami kesulitan,
para Penggugat telah bekerja antara 17 tahun sampai dengan 22 tahun dan pengunduran
dirinya tidak atas kemauan sendiri melainkan karena adanya penyalahgunaan keadaan,
karenanya patut dan adil apabila hubungan kerja putus dengan diterapkan ketentuan
Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hak-hak yang diterima para
Penggugat sebagai berikut:

a Penggugat I (Armadi), masa kerja 22 tahun kurang upah Rp2.473.25 perbulan;

e Uang pesangon 9 X
Rp2.473.025 =Rp22.257.2
25

e Uang Penghargaan Masa kerja 9 X
Rp2.473.025 =Rp17.311.175

e Uang Penggantian Hak : 15% X
Rp39.568.400 =Rp 5.935.260
Jumlah =Rp45.503.600

(empat puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

b Penggugat I (Rajab Harahap), masa kerja 22 tahun lebih, upah Rp1.821.650

perbulan;
e Uang pesangon : 9x Rpl.821.650 =Rp16.394.850
e Uang Penghargaan Masa kerja : 8 x Rp1.821.650 =Rp14.573.200
® Uang Penggantian Hak : 15% X 39.568.400 =Rp 4.645.207
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Jumlah =Rp35.613.257
(tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

¢ Penggugat III (Rahmad Triono), masa kerja 15 tahun lebih, upah Rp1.070.850

perbulan;
e Uang pesangon : 9 x Rp1.070.850 =Rp9.637.650
e Uang Penghargaan Masa kerja : 6 x Rp1.070.850 =Rp6.425.100
e Uang Penggantian Hak : 15% X 39.568.400 =Rp2.409.412

Jumlah =Rp18.427.162

(delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua

rupiah);

d Penggugat IV (Hefzi Arfan), masa kerja 17 tahun lebih, upah Rp1.431.650
perbulan;

e Uang Pesangon : 9 x Rpl1.431.650 =Rp12.884.850

e Uang Penghargaan Masa Kerja :6xRpl.431.650 =Rp 6.425.100

e Uang Penggantian Hak 1 15% X 21.474.750 =Rp 3.221.212

Jumlah =Rp24.695.962
(dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilah ratus enam
puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis
Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak
tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/G/2013/
PHI.Mdn tanggal 16 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi: PT. PARA SAWITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal
58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat

peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;
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Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PARA SAWITA
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Dr. H.
SUPANDI, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H., dan Dr. FAUZAN, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan
dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H,,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota, Ketua,
Ttd/Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,, M.H.  Ttd/Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum.
Ttd/ Dr. FAUZAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.
Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai .......cconnnnen... Rp 6.000,00

2 Redaksi................... Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,00
Jumlah .................... Rp  500.000,00
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Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI SH., MH.
NIP. 040 049 629
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